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PEDOMAN PENGISIAN PELAPORAN

PENGELOLAAN JDIH MELALUI APLIKASI E-
REPORT

Pusat JDIHN

https://e-report.jdihn.go.id/
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Pengisian Pelaporan Pengelolaan JDIH

Menurut pasal 10 ayat 2 huruf f
Peraturan Presiden nomor 33 Tahun
2012 tentang JDIHN, setiap anggota
JDIHN diwajibkan untuk
menyampadadikan laporan setiap tahun
di bulon Desember kepada pusat
JDIHN

https://e-report.jdinn.go.id/
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login e-Report JDIHN

https://e-report.jdihn.go.id/

© 09000

Pada browser akses ke alamat website
https:/[e-report.jdihn.go.id/

isikan Username dan Password

Username sesuai dengan nama instansi JDIH

Password default “eR3p0rt2024"

Contoh :

Nama Wilayah/Instansi

Username : Kantor Wilayah DKI Jakarta
Username : Kementerian Keuangan




Edit data instansi pada e-Report JDIHN

Instansi Keamanan

@ masuk menu setting

) .:o........ .....-':. -
Nama Instansi .

Badan Pembinaan Hukum Nasional

MENU UTAMA
g o edit data profil instansi

0f Dashboard - 1. alamat

. Unit Eselon | Kemenkumham 2.tlp, emq|l :
§03 Settings 3.Url web instansi

Sian Out DKl JAKARTA - 4.Url web JDIH
'S . Alamat
Telp
0218091908

URL Website Instansi

bphn.go.id

N

B Update Data

& https://e-report.jdihn.go.id/



Mengganti Password pada e-Report JDIHN

Instansi Keamanan < \/’ mGSUk menu Setting
<\/, klik keamanan
Current Password

MENU UTAMA

<\/, masukkan Password lama
EE Dashboard New Password

--------
fo Settings - | |
Password minimal 8 karakter dan mengandung huruf besar, huruf kecil dan angka.

@ Masukkan Password baru
Sign Out
T— @ klik update Password
...

& https://e-report.jdihn.go.id/
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Pengisian data e-Report

untuk
memulai
pengisian
data ereport

‘ Buat Draft Pelaporan |

Data Pelaporan

Show 10 entries Search: oy
i
pilih “Buat
Tahun quft
NO, Pelaporan Status Terakhir Hasil Penilaian

Pelaporan”

No data available in table

https://e-report.jdihn.go.id/



) Field isian data e-Report

Aspek Organisasi Aspek Sumber Daya Manusia Aspek Koleksi Dokumen Hukum Aspek Teknis Pengelolaan Aspek Sarana Prasarana

Aspek Pemanfaatan TIK JD[H
Pengembangan JDIH Permasalahan dan Kendala Saran }

: : Pengisian e-Report JDIHN berdasarkan

I Organisdsit , Perr?wenkumham 8 Tahun 2019 tentang
2.Sumber DCIYCI Manusia Standar Pengelolaan Dokumen dan
3. Koleksi Dokumen Hukum Informasi Hukum meliputi :

' . 1. Organisasi
4.Teknis Pengelolaan 2.Sumber Daya Manusia
5 Sarana Prasarana 3.Koleksi Dokumen Hukum

' 4.Teknis Pengolahan
6.Pemanfaatan TIK 5.Sarana Prasarana
7.Pengembangan JDIH o.Pemantaatan TiK

/.Kegiatan Pengelolaan JDIH
8.Permasalahan dan Kendala spermasalahan dan Kendala @J

9.Saran

& https://e-report.jdihn.go.id/



Pengisian e-Report - Organisasi

( Aspek Organisasi ) | umber Daya Manusia Aspek Koleksi Dokumen Hukum Aspek Teknis Pengelolaan

Aspek Sarana Prasarana Aspek Pemanfaatan TIK P|I|h ”AS pek
Organisasi”
Kemudian lakukan
pengisian

Pengembangan JDIH Permasalahan dan Kendala Saran

Notes
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Nama Institusi Badan Pembinaan Hukum Nasional

Nomenklatur JDIH Badan Pembinaan Hukum Nasional

Tingkat Anggota Unit Eselon | Kemenkumham
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“Pengisian e-Report - Organisasi

Isian laporan berkaitan dengan: Upload Dokumen:

e Nomenklatur JDIH * Upload Dokumen Dasar Hukum
Pembentukan JDIH (Permen, PerBan,

* Kode Pos . Pergub, Perbup, Perwal)
» Jumlah anggota JDIH di + Upload Dokumen SK Tim Pengelola JDIH
wilayahnya (Kepmen, KepGub, KepBup, Kepwal)

. Jumlah UPT/OPD » Upload bagan Struktur Organisasi JDIH
. berdasarkan dasar hukum dan /atau SK

» Tahun Berdir Tim

» Tahun Integrasi » Jenis dokumen untuk unggah bukti : PDF

e Dasar Hukum JDIH  batasan ukuran dokumen unggah

maksimal 5 MB

» Struktur Organisasi JDIH
« SK Tim Teknis JDIH terbaru @

& https://e-report.jdihn.go.id/
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PENGAYOMAN

PENGAYOMAN

Menimbang

Contoh Bukti Dukung

" ‘ =4

- i Ak
LT

BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan
terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan
ketatapemerintahan yang baik untuk memenuhi tuntutan
masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang
dibutuhkan;

bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut
pada huruf a serta sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Kabupaten Banyuwangi.

Dasar Hukum

Menimbang :

Mengingat

& https://e-report.jdihn.go.id/

BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR :188/783/KEP/429.011/2022

TENTANG
TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANYUWANGI,

bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas
pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
yvang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Banyuwangi serta sebagai tindak lanjut ketentuan
pasal 6 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2016
tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten
Banyuwangi, perlu membentuk Tim Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023
dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

: 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

SK Tim




S Contoh Bukti Dukung

STRUKTUR ORGANISASI
JDIH KEMENKUMHAM

Biro Humas Hukum dan Sekretariat Direktorat Jenderal
Kerjasama, Sekretariat AHU,
Jenderal Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Sekretariat Direktorat Imigrasi
Pemasyarakatan
Direktorat Jenderal
Imigrasi

Direktorat Perancangan Sekretariat Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan, Pemasyarakatan,
Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan Pemasyarakatan

. . Divisi Pelayanan
. Sekretariat Balitbang HAM, .
Direktorat Informasi HAM, L Hukum dan HAM,
. Badan Penelitian X
Direktorat Jenderal Kantor Wilayah
, , dan Pengembangan
Hak Asasi Manusia I-ll_ﬂu.l'h"l Kemenkumham

Sekretariat BPSDM Hukum
dan HAM,
Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Sekretariat Inspektorat
Jenderal,
Inspektorat Jenderal

Direktorat Teknologi Informasi,
Direktorat Jenderal
Hak Kekayaan Intelektual

Struktur Organisasi berdasarkan Permenkumham nomor 30 tahun 2013

& https://e-report.jdihn.go.id/



/- Pengisian e-Report - Sumber Daya Manusia

Aspek Organ Aspek Sumber Daya Manusia Aspek Koleksi Dokumen Hukum

Aspek Sarana Prasarana Aspek Pemanfaatan TIK

Pengembangan JDIH Permasalahan dan Kendala

e Pilin “Aspek Sumber Daya Manusia”
kemudian pada bagian bawah kiri klik
“+tambah data SDM” kemudian lakukan
pengisian

« untuk penambahan Data SDM lebih dari
satu, klik kembali “+ tambah Data SDM”
kemudian lakukan pengisian

4+ Tambah Data SDM '

Saran

—I

0

Aspek Teknis Pengelolaan

untuk menambahkan Anggaran JDIH
klik “ubah” kemudian lakukan

https://e-report.jdihn.go.id/

pengisian




Riwayat Pelatihan

‘ + Tambah Data SDM '

Nama :  Faizal Yusuf
Jabatan : Analis Hukum
Riwayat Pelatihan - setelah melakukan pengisian “Data SDM”,
" e Pelatien ranggal untuk mengisi riwayat pelatihan klik “tanda

panah” pada bagian kanan lalu klik
Tidak ada data pelatihan. “+Tambah Pelatihan” kemudian lakukan
pengisian
« Untuk penambahan data Riwayat Pelatinan
pengelola JDIH lebih dari satu, kilk Kembali
“+pelatinan” kemudian lakukan pengisian

‘ + Tambah Pelatinan .

& nttps://e-report.jdihn.go.id/



7+~ Pengisian e-Report - Koleksi Dokumen Hukum

Aspek Organisasi Aspek Sumber Daya Manusia Aspek Koleksi Dokumen Hukum Aspek Teknis Pengelolaan Layout: Tab Atas

Aspek Sarana Prasarana Aspek Pemanfaatan TIK Layout: Tab Samping

Pilih Koleksi
“Dokumen Hukum”
kemudian lakukan

pengisian sesuai
dengan jenis

Pengembangan JDIH Permasalahan dan Kendala Saran

+ Tambah Data Jenis PUU )

Keterangan Jumlah
No Jenis Peraturan Perundang- Jumlah PUU Jumlah PUU Jumlah PUU Bukti
undangan Fisik/Hardcopy Otomasi di Website JDIH Yang Sudah Terintegrasi di Website Dokumen
(yang dikelola secara (yang sudah diupload di JDIHN
manual) website) (yang sudah ada di website JDIHN.GO.ID)

Tidak ada data

https://e-report.jdihn.go.id/



i8¢ Pengisian e-Report - Koleksi Dokumen Hukum

Isian Koleksi Dokumen Hukum Upload Dokumen:

berkaitan dengan: « Screenshot tipe Peraturan,
- Peraturan Perundang- monografi, artikel, putusan,
undangan; dokumen huk.um Iounnyq dan I!st
: Peraturan terjemahan di website
» Monografi;
—_ JDIH
* Artikel; » Jenis Dokumen PDF
* Putusan; » batasan ukuran dokumen unggah
» Koleksi Dokumen Hukum ‘maksimal 5 MB

» Peraturan Perundang- - § -
undangan Terjemahan = Y. _ ey @JD[HN
‘ https://e-report.jdihn.go.id/ / }



TGS Contoh bukti dokumen

< C 2% bphnjdihn.go.id/dokumen/peraturan OW * ¢ + 93 3, o :
@) P Home Tentang Kam Jenis Dokumen Berita Link Terkait
Peraturan
cari dokumen hukum lainnya... Cari
Pencarian
Uy 2024

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat

Dokumen

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
uu 2024

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat

Pilih Jenis Dokumen
Dokumen

uu' 2024

PINDYARCN MDY AR MOMMOAR 1 TA-LIN 2094 TEMTARNC PEFRIIRBAHAN KEDTTA ATAS THIMDYANCIMDAKS KNOKMMOAER 11 TA-IIN 20N8

https://bphn.jdihn.go.id/dokumen/peraturan




Aspek Organisasi Aspek Sumber Daya Manusia Aspek Koleksi Dokumen Hukum Aspek Teknis Pengelolaan Aspek Sarana Prasarana

Aspek Pemanfaatan TIK

Pengembangan JDIH Permasalahan dan Kendala Saran

SOP pengelolaan JDIH

Kesesuaian metadata PUU dan pengisian metadata yang dikelola, sudah sesuai dengan Standar
Metadata JDIHN (sesuai Permenkumham Standar Pengelolaan Dokumen Hukum)

Kesesuaian metadata Monografi dan pengisian metadata yang dikelola, sudah sesuai dengan Standar
Metadata JDIHN (sesuai Permenkumham Standar Pengelolaan Dokumen Hukum)

Kesesuaian metadata Artikel dan pengisian metadata yang dikelola, sudah sesuai dengan Standar
Metadata JDIHN (sesuai Permenkumham Standar Pengelolaan Dokumen Hukum)

Kesesuaian metadata Putusan dan pengisian metadata yang dikelola, sudah sesuai dengan Standar
Metadata JDIHN (sesuai Permenkumham Standar Pengelolaan Dokumen Hukum)

Bukti Dokumen:

Pilih File  Tidak ada file yang dipilih

Bukti Dokumen:

Pilih File  Tidak ada file yang dipilih

Bukti Dokumen:

Pilin File  Tidak ada file yang dipilih

Bukti Dokumen:

Pilih File  Tidak ada file yang dipilih

Bukti Dokumen:

Pilih File  Tidak ada file yang dipilih

https://e-report.jdihn.go.id/

Pilih “Teknis
Pengelolaan
" kemudian
lakukan
pengisian
berdasarkan
dengan
pengelolaan
JDIH Setelah
itu, klik
tombol
“Update
Data” untuk
menyimpan.




%@ Pengisian e-Report - Teknis Pengelolaan

Upload Dokumen:
» upload SOP pengelolaan JDIH
« Screenshot detail dari metadata

Isian Teknis Pengelolaan
Dokumen Hukum berkaitan

dengan website JDIH
« SOP Pengelolaan JDIH; + list peraturan yang sudah diabstrak
» Kesesuaian Pengisian - Jenis Dokumen PDF
Metadata untuk Peraturan » batasan ukuran dokumen unggah
Perundang-undangan, maksimal 5 MB
Monografi, Artikel dan
Putusan

 Abstrak Dokumen Hukum

@
https:/ [e-report jdihn.go.id/ A }




A2« Pengisian e-Report - Teknis Pengelolaan

Upload Dokumen:
» upload SOP pengelolaan JDIH
« Screenshot detail dari metadata

Isian Teknis Pengelolaan
Dokumen Hukum berkaitan

dengan: website JDIH
« SOP Pengelolaan JDIH; + list peraturan yang sudah diabstrak
» Kesesuaian Pengisian » Jenis Dokumen PDF
Metadata untuk Peraturan » batasan ukuran dokumen unggah
Perundang-undagan, maksimal 5 MB
Monografi, Artikel dan

Putusan
« Abstrak Dokumen Hukum

. https://e-report.jdihn.go.id/



PENGAYOMAN

PENGAYOMAN

Contoh bukti dokumen

@

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM

NOMOR SOP 1 85/1.4/D1.03/12/2022
TGL. PEMBUATAN 9 Desember 2022
TGL. REVISI : 12 Desember 2022
TGL. EFEKTIF : 13 Desember 2022

DISAHKAN OLEH

Plt. Kepala Biro Hukum

Evy Flamboyan Minanda
NIP. 198102182006042002

NAMA SOP

Mekanisme Pengunggahan Peraturan Menteri Sosial

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.
2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022;

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentany .«iigan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Nasional;

4. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan RB Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah Di Lingkungan
Kementerian Sosial;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar

SOP

1 Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang produk hukum
2 Memahami pengelolaan website jdih.kemensos.go.id

3 Memiliki pengetahuan dan kemampuan pengelolaan arsip digital




PENGAYOMAN

S
PENGAYOMAN

Contoh bukti dokumen

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Pada

Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan

2024-07-02

Bidang Kesehatan

Indonesia

Peraturan Terkait

2024

02 Juli 2024

LN 2024 (98): 24 him. TLN 6923: 12 him.

Hukum Administrasi Negara

JOKO WIDODO

UNDANG-UNDANG DASAR (UUD) TAHUN 1945 DAN AMANDEMEN

Dokumen Terkait
Data belum Tersedia

Hasil Uji Materi
Data belum Tersedia

T.E.U BADAN

Nama Pengarang

Indonesia

SUBJEK : KESEJAHTERAAM IBUL

Tipe Pengarang

Badan Organisasi

Jenis Pengarang

Fengarang htama

JENIS DOKUMEN

UNDANG-UNDANG

SINGKATAN JENIS

uu

STATUS

Berlaku
Lampiran

2024uud0d. pdf

AB2024uu004.pdf

Keterangan Status

Standar Metadata dan Pengisian Metadata




I R Contoh bukti dokumen

IBU DAM AMAK = HAK KESEJIAHTERAAMN
2024
UL NO.4, LN 2024,/M0.98, 24 HLM. TLN NO. 6323, 12 HLM.

UNDAMG-UMDAMNG TENTANG KESEIAHTERAAN IBU DAN ANAK PADA FASE SERIBU HARI PERTAMA
KEHIDUPAN

ABSTRAK ;- Kesejahteraan ibu dan anak perlu ditingkatkan untuk mewujudkan sumber
daya manusia dan generasi penerus bangsa yang unggul di masa depan.
Karenanya pemenuhan hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak, khusuznya
pada fase seribu hari pertama kehidupan perlu dikuatkan dengan undang-
undang yang khusus mengatur kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu
hari pertama kehidupan;

AbSt ra k - Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 20, 21, 284, 28B ayat (2), 28C
ayat (1), 28D ayat (2], 28H ayat (1), dan 29 UUD 1945;

- Undang-Undang ini mengatur tentang Kesejahteraan ibu dan anak utamanya
pada fase seribu hari pertama kehidupan melalui pelaksanaan
penyelenggaraan pemenuhan hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak secara
yang dilakuan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan dengan
memperhatikan pendekatan siklus hidup. Dalam pemenuhan
penyelenggaran kesejahteraan ibu dan anak pemerintah pusat dan daerah
menyediakan: pelayanan kesehatan dan gizi; pelayanan keluarga berencana;
pemberian layanan kesejahteraan sosial;  pelayanan  administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil; penyediaan layanan keagamaan dan
bimbinan perkawinan dan keluarga; pemberian kemudahan dalam
penggunaan fasilitas, akomodasi yang layak, sarana, dan prasarana;
pemberian  kesempatan mendapatkan pengetahuan  edukasi, dan
pendampingan;penciptaan lingkungan yang ramah lbu dan Anak serta
pemberian layanan pelindungan; dan fatau pemberian kemudahan layanan
hukum dengan memperhatikan keluarga tidak mampu, kerentan khusus dan
ketentuan peraturan perundang-undanga, dan pemberian layanan cuma-
tuma sebagaimana yang diatur dalam UU ini. Mengatur pelibatan keluarga
dan masyarakat dalam pelaksanaan kesejahteraan ibu dan anak. Mengatur
pembinaan, pengawasan dan evaluasi, koordinasi, data dan informasi, sanksi
dan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak.

CATATAN 1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat diundangkan pada tanggal 2

Julil 2024;

2.  Pengelolaan data dan informasi kesejahteraan ibu dan anak diatur lebih
lanjut dalam peraturan pemerintah;

3.  Penyesuaian peraturan perundang-undangan di bidang ASM, THI dan Polri
sesuai dengan UL ini paling lambat 2 Tahun sejak UL ini diundangkan;

4.  Peraturan pelaksanaan UU in harus ditetapkan paling lambat 2 tabhun
sejak UU ini diundangkan;

5. Pemerintah pusat melaporkan Pelaksanaan UL kepada DPR aling lambat 3
tahun sejak UL ini divundangkan;

6. Penjelasan 12 him.

https://bphn.jdihn.go.id/common/dokumen/AB2024uu004.pdf




[ ] [ ] ll
Pilih “Sarana
Aspek Organisasi Aspek Sumber Daya Manusia Aspek Koleksi Dokumen Hukum Aspek Teknis Pengelolaan
1/
Aspek Pemanfaatan TIK P rG S O ra n O

[ ]
Pengembangan JDIH Permasalahan dan Kendala Saran ke m u d I O n
lakukan
Komputer (Laptop/PC) pe n g i S i O n
Memiliki Ruang Perpustakaan Hukum Bukti Dokumen: Link Video:

Filin File  Tidak ada file yang dipilih be rd O SO r kO n
Printer dengq n

Memiliki Ruang Kerja Bukti Dokumen: Link Video:
pilin File  Tidak ada file yang dipilih pe N g e I '®) I aan
S
Memiliki Ruang Informasi Hukum Bukti Dokumen: Link Video: J DI H

Pilih File  Tidak ada file yang dipilih Seteldh itu, klik
tombol “Update

Berikan dokumentasi Perpustakaan Data” untuk
Hukum atau Ruang Layanan Informasi ~ menyimpan.”
Hukum dari berbagai sudut yang
dapat menjelaskan posisi dan tata
letak secara jelas

A update Data .




Pengisian e-Report - Sarana Prasarana

Isian Sarana Prasarana meliputi :} Upload Dokumen:

» Memiliki ruang Perpustakaan | * Foto ruangan perpustakaan, ruang
Hukum Informasi dan ruang kerja

+  Memiliki ruang kerjo; - foto alat pengolah data

- Memiliki ruang informasi * Jenis Dokumen PDF
hukum:  batasan ukuran dokumen unggah

maksimal 5 MB
» Alat Pengelola Data : |
(Komputer/Laptop, Scanner,
Jaringan Internet dan Server)




Contoh bukti dokumen
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TUGAS FUNGS
ANGGOTA JOI

Perpustakaan



I R Contoh bukti dokumen

NICETO <= £
Rt Q

@ IDIHN

Printer

Scanner




Pengisian e-Report - Pemanfaatan TIK

Aspek Organisasi Aspek Sumber Daya Manusia Aspek Koleksi Dokumen Hukum Aspek Teknis Pengelolaan Aspek Sarana Prasarana

Aspek Pemanfaatan TIK

Pengembangan JDIH Permasalahan dan Kendala saran

Website Aktif

Belum Pilih “Pemanfaatan
TIK" kemudian
lakukan pengisian
berdasarkan
dengan
suden pengelolaan JDIH

Setelah itu, klik
Memiliki Fitur Advance Search cudah tombol ”Update
Data” untuk
menyimpan.

Website JDIH sudah terintegrasi secara mandiri, URL API integrasi aktif, dan log sync terupdate. Belum

Memuat Logo JDIHN di pojok kiri atas Website JDIH

Memiliki Kuesioner Survey Kepuasan Pengunjung terhadap pemanfaatan Website JDIH

Sudah




Pengisian e-Report - Pemanfaatan TIK

Isian Pemanfaatan TIK meliputi : Upload Dokumen:

*+ Website C'.ktif? | - Screenshot website JDIH

» Sudah terintegrasi, URL API » Screenshot APl dan Log Sync
aktif dan Log Sync » Screenshot logo, fitur advance
terupdate; sedrch, IKM, hyperlink yang ada di

» Logo JDIHN website

» Jenis Dokumen PDF
* batasan ukuran dokumen unggah
maksimal 5 MB

» Fitur Advance Search;

« Survei Kepuasan
Pengunjung;

» Hyperlink ke jdihn.go.id

» hyperlink dari web utama ke

JDIH




Pengisian e-Report - Pemanfaatan TIK

Isian Pemanfaatan TIK meliputi : Upload Dokumen :

* Website JDIH dilengkapi dengani . syrat dari BSSN atau dari penyedia
sistem keamanan Pentest atau pentest
s, | « Screenshot APK mobile dari playstor

« memiliki aplikasi berbasis atau Appstore
mobile; | | - Foto KIOSK

* Penggunaan Kios Informasi » Screenshot website JDIH sebelum
Elektronik; - dan sesudah pengembangan

» Pengembangan aplikasi yang . Jenis Dokumen PDE

mendukung pemanfaatan JDIH

-

* batasan ukuran dokumen unggah

maksimal 5 MB ‘
E
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¢« > C 2% bphnjdihngo.id

JDIH Badan Pembinaan
Hukum Nasional

Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut JDIHN adalah wadah
pendayagunaan bersama atas dokumen hulum secara tertib terpadu, dan berkesinambungan, serta
merupakan sarana permberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Nomor Tanggal v Sync

Contoh bukti dokumen

Bax + 30 &0

| Peraturan

Monografi

Artikel

Putusan

Data API

website aktif

Keterangan

] October 22, ik S
2024 11:41 AM el o

X October 22, :
2 { Proses Sync
2024 10:13 AM

3 October 1,2024 il Sne
u 25 ¥
113 PM :

October 1, 2024 .
& ; Proses Sync
11:57 AM

September 3,

2024613 M oUksessyne

wn

September 3, :
6 e Proses Sync
2024 10:59 &AM

362

tps:/bphn.jdihn.go.idfintegrasi/fbphn_nonpuu_urgent.php

0 nttps:/bphn.jdihnge.id/integrasi/bphn_nonpuu_urgent.php
345 https:/bphn.jdihn.go.id/integrasifophn_nonpuu_urgent.php
0 https:/bphn.jdihngoe.id/integrasi/bphn_nonpuu_urgent.php
10000 https:/bphn.jdihn.ge.id/integrasi/bphn_nonpuu_urgent.php
0 https:/bphn.jdihnge.id/integrasi/bphn_nonpuu_urgent.php

Log Sync terupdate

Sukses dengan 362 data.

Sync sedang di proses,
silahkan melakukan
pengecekan berkala pada
akun JDIHN

Sukses dengan 345 data.

Sync sedang di proses,
silahkan melakukan
pengecekan berkala pada
akun JDIHN

Sukses dengan 10000 data.
Sync sedang di proses,

silahkan melakukan
pengecekan berkala pada

i2%) https://e-report.jdihn.go.id/
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) ht »s://bphnjdihn.go.id/integrasi/bphn_pusat.php

"idData": "89191959",
"tahun_pengundangan”: "1959",
“tanggal_pengundangan“: null,
"jenis”: "INSTRUKSI PRESIDEN",
“noPeraturan”: "1

*judul

"Berlaku®™,
": “"nttps://bphn.jdihn.go.id/dokumen/view?ig«8919"

: “89201960",
ngundangan®
pengundangan”: null,
"INSTRUKSI PRESIDEN®,

rean®: *

"19¢60",

“Berlaku”,
m": null,

load™: null,

detailPeraturan™: “https://bphn.jdihn.go.id/dokumen/view?id=89208"

: "89211960",

gundangan”: “1960",

engundangan™: null,

"INSTRUKSI PRESIDEN",

uran®: *2",

"INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1968 TENTANG BADAN PENGGERAK KOPERASI®,
“Berlaku®,

cwm™: null,

d®: null,

1Peraturan™: “https://bphn.jdihn.go.id/cokumen/view?ia=8921"

": "89221969",

*idData
n_pengundangan”™: “1960",

pengundangan™: null,

"INSTRUKSI PRESIDEN",

ranTs. "3%,

"INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 1968 TENTANG PENDIRIAM KOPERASI™,
"Berlaku®,

kum™: null,

1 cad™: null,

“urlDetailPeraturan™: “https://bphn.jdihn.go.id/dokumen/view?id=8922"

: "1960",
": null,

API aktif

https://bphn.jdihn.go.id/integrasi/bphn_pusat.php

1",
"INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUM 1959 TENTANG PEMBENTUKAN KOMANDO UNTUK GERAKAN SERENTAK PENAMBAH PRODUKSI BAHAN MAKANAN",

'INSYRUKSi PRESIDEN NOMOR 1 TAMUN 1960 TENTANG PEMBENTUKAN KOMANDO UNTUK GERAKAN SERENTAK PENAMBAHAN PRODUKST BAMAN MAKAMAN",
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Logo JDIHN

B Qa % + O W

Home Tentang Kami Jenis Dokumen Berita Link Terkait

Indeks Kepuasan
Masyarakat

Mohon mengisi survey Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) sebagai masukan

untuk penyajian website yang lebih baik.

SILAKAN PARTISIPASI SURVEY KAMI

IKM

A&l Contoh bukti dokumen

Home  Tentang Kami Jenis Dokumen Berita Link Terkait

Hubungi Kami

JDIH Badan Pembinaan Hukum Nasional

Gedung JDIHN

Badan Pembinaan Hukum Nasional
JI. Mayjend Soetoyo No. 10, Cililitan-
Jakarta Timur

(021) 8091908

pih@jdihn.go.id / pih.pusdok@gmail.com

Tautan

Portal Kemenkuham R.I.
Portal BPHN
Portal JDIHN

hyperlink ke JDIHN.GO.ID

https://ereport.jdinn.go.id/

1L

2024

2024

2024

2024

Pencarian

PERATURAMN PERUNMDANG-UNDANGAN

Pilih Jenis Dokumen

Pilih Status

Fitur Advance Search
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. . & :
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA < Cari
REINkgod Qs Jalan Harsono R.M. Nomor 70, Ra ; i )
M. ! , Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
p Telepon (021) 7805814, Faksimile (021) 78844104 JDIH Mahkamah JDIH MA
mﬁﬁ%’igﬁ?ﬁg TENTANGBPHN  INFORMASIPUBLIK  PUBLIKASI  PENGADUAN  INFORMASILAYANAN  REFORMASIBIROKRAS!  F. Website : https://bssn.go.id. E-mail : humas@bssn.go.id Agung RI Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik In...

S ey

Nomor . Jakarta, 11 Juli 2024
Sifat . Biasa ™ 5.0% & Ks
a ™~ Va ~ ( ™~ ( ~ Klasiﬁkasi . Biasa 472 reviews © 6 MB Rated for 3+ ©® Downlc
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Q @ A @ O Hal . Penyampaian Laporan IT Security Assessment “
JDIHN.GO.ID PERENCAANN PERENCANAAN PARTISIPASIKU! ey ity Tehun Anggaran 2023 5' 0 .4+ !Sn -
| Bl ENCANS L ) L HUKUM J b 6. 8.6 & ¢ Tahun Buku Mahkan — . e
Yth. Bagian/Divisi/Unit Sistem/Teknologi/Keamanan Informasi "
- A N\ 7 N e ~N Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
[(0)) € di-
@ Cg’ i | @ v @ Tempat JDIH
— szg;m“ ( , - MAHKAMAH AGUNG RI
PERPUSTAKAAN ANALIS EVADATA E~MASDASKUM RECHYSV’I::JI;)(ISSIARTIKEL BPHN TV
o S/ N\ g J 3 J 1. Dasar:

a. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara;
b. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara;
c. Surat Plh. Sekretaris Jenderal Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Nomor
c ' perihal Permohonan IT Security Assesment

About this app >

Legal Documentation and Information Network (JDIH) of the
Supreme Court of the Republic of Indonesia

PPID (ITSA), dan
d. Surat Perintah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara nomor tanggal
tentang pelaksanaan kegiatan IT Security Assessment di Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

. . 2. Merujuk dasar tersebut di atas, bersama ini disampaikan hasil IT Security Assessment dan
Hype rl In k da rrwe b Uta Mma ke J DI H ILDIS pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana terlampir.
Diharapkan agar celah keamanan yang ditemukan pada aplikasi tersebut dapat diperbaiki

sebelum dioperasionalkan sesuai rekomendasi yang diberikan.

3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Books & Reference

Data safety >

Safety starts with understanding how developers collect and
share your data. Data privacy and security practices may vary
based on your use, region and age. The developer provided
this information and may update it over time.

28 Q Q B

Games Apps Search Offers Books
t r 1€ OF r i Cari
a.n. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara I O <
Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi
u.b.

contoh surat dari BSSN (Pantest BSSN) APK Mobile

Link Playstore https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jdih.mobile
Link App store https://apps.apple.com/id/app/jdih-mahkamah-agung-ri/id65234249257I=id
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VOUC TENTANG KAV« JENISDOKUMEN . BERITA  IKM  LAYANAN PERPUSTAKAN

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

' gk 2 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL sebelum

‘@ pengembangan
JDIH

A ST LIV |
B8 FIATOE M S o™ SARASTY MV
i Bl e DL A L

i J00 M g AR L 00 Pencarian Populer Perundang-Undangan Monografi Hukum

B A S

TR L A B YT Y W

Pencarian Lanjut

o

25 bphnjdihn.go.id

@\ JOIHN
7

Sesudah

JDIH Badan Pembinaan pengembangan

Hukum Nasional

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut JDIHN adalah wadah
pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib terpadu, dan berkesinambungan, serta so-) )2 Monografi
merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

f s-‘ (3 Artikel

Watch Video 04 Putusan

’\ D | Peraturan

Kios Informasi Elektronik

https://e-report.jdihn.go.id/ | A



Pengisian e-Report - Pengembangan JDIH

Aspek Organisasi Aspek Sumber Daya Manusia Aspek Koleksi Dokumen Hukum Aspek Teknis Pengelolaan Aspek Sarana Prasdrana Layout: Tab Atas

Aspek Permnanfaatan TIK Layout: Tab Samping

Pangembﬂngun JDIH Permasalahan dan Kendala Saran P ° I ° h

“Pengembangan
aukt Do JDIH kemudian
lakukan pengisian
Bukti Dokumen: berdasarkan
— T — dengan

satsticDokumen S - pengelolaan JDIH.
Pilin File  Tidak ada file yang dipili -CJ Lihat File .
o Klik +Tambah

Untuk bagian pelaksanaan kegiatan, harap .
melampirkan bukti berupa undangan rapat, pCIdCI masing

8 Updatopata_|
dokumentasi, daftar absensi, notulen Mmasing kolom
ISian Setelah ity,

B update Data

File Bukti kl.k t b I
No Nama Kegiatan Tanggal Tempat Tingkat Peserta Dokumentasi Absensi Surat Undangan Notula u U d t t "
Tidak ada data t k .
S ——
+ Tambah Data Study Banding/Study Tiru
a——
No Nama Kegiatan Tanggal Tempat Tingkat Peserta File Bukti

Tidak ada data




Pengisian e-Report - Pengembangan JDIH

Isian Pengembangan JDIH Upload Dokumen:
meliputi : * Screenshot Medsos

« Sosialisasi melalui media . Screensho’F statistik pengunjung
dan statistik dokumen

mCIS.SC.I/medSOS. » dokumentasi kegiatan, absensi,

» Statistik pengunjung surat undangan dan notulen

° St0t|3t|k dokumen e Jenis Dokumen PDF

» Melaksanakan kegiatan » batasan ukuran dokumen unggah
Pengolahan JDIH di Tahun maksimal 5 MB
Penilaian

» Study banding/koordinasi
dalam tahun penilaian BN
» Inovasi JDIH

https://e-report.jdihn.go.id/
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£ jdihnindonesia L -

1.223 3.689 667
postingan pengikut mengikuti

JDIHN

Organisasi Pemerintah

Akun resmi Pusat JDIHN ( Part of
@bphn_kemenkumham )

Dikelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Nasional... selengkapnya

JI. Mayjen Soetoyo No.10, Cililitan, Jakarta, Indonesia

(2 linktr.eefjdihn
G@ Dukutl oleh kumhamgantengcantik,
5&. robbyferdyan, dan 67 lainnya

Mengikuti v Pesan Email 2

— . N GA 3
JODIN KHAZANA

FGD KNOWLEDGE SHARING

PENDOKUMENTASIAN
HUKUM ADAT

A=

o000
PERKUAT POSISI HUKUM ADAT DALAM
SISTEM HUXUM NASIONAL, BPHN GELAR
N HUKUM

rowtan s

e e e

(/) /IIII l/’-///rl

SUMPAH PEMUDA

= 2 OKTOBLR 2024

Selamat ii
ATAS DILANTIKNYA SEBAGAI
MENTERI & WAKll MENTERI \

KUNJUNGAN KPU i KE BPHN: SINERGI
TINGKATKAN PENGELOLAAN DAN
INOVAS! LAYANAN JOIN

Medsos

Contoh bukti dokumen

25 hukumonline.com/berita/a/kemenkumham-beri-penghargaan-15-kota-dan-kabupaten-pengelola-jdihn-terbaik-1t66¢c7b090c4 1ad/ Q W
Kemenkumham Beri Penghargaan 15 Kota dan Kabupaten Pengelola JDIHN i n m E E -
Terbaik ' - l A
lerparu

Kemenkumham Beri Penghargaan 15 Kota
dan Kabupaten Pengelola JDIHN Terbaik

Ur'\iversitasA
Gadjah Mada

Pengelolaan JDIH yang baik merupakan bagian penting dari upaya

memberikan layanan keterbukaan informasi publik dan untuk mencapai tujuan
satu data dokumen hukum Indonesia. Berita Populer

CR29 23 Agustus 2024 - Bacaan 3 Menit Ini Daftar Nama Menteri-Wamen di

Kabinet Merah Putih Prabowo-...
' 4
T8
e A

e}‘ﬁ""‘“ah Asioh a(

; Advokat Tony Budidjaja Tersandung
(((( [ Kasus Hukum, Ini Duduk Perkaranya

Daftar 12 Peristiwa Pelanggaran

PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTAS| | DA INFORMASI HUKUM 2024 | * HAM Berat diIndonesia
) IL& DLTP M'] ‘ '

"\J“

“IDIN % rkualite’ mmgkaté uterw t Kpmmhm HuV " - j 4 Pengusaha Sawit Persoalkan Sanksi
3 . . k

: & > 8 Bagi Pemilik Tanah di Kawasan...
*skarta l KHI v ¥ ‘« )8 1

:;r--v S N - Segera Daftar! Penghujung Oktober,
g’ \ W= ‘ 3 Perusahaan Buka Lowongan Kerj...

Berita Terbaru Lihat Semua &

Sosialisasi melalui media massa online

Link Berita https://www.hukumonline.com/berita/a/kemenkumham-beri-
penghargaan-15-kota-dan-kabupaten-pengelola-jdihn-terbaik-1t66c7b090c41ad/

Sosialisasi melalui media massa
(videotron)

i2%) https://e-report.jdihn.go.id/



GRS Contoh bukti dokumen

°s  bphnjdihn.go.id °s bphnjdihn.go.id & Q4 % +

N JDIHN . S _— Liol g
@'\ JOIHN @, Home Tentang Kami Jenis Dokumen Berita Link Terkait
s

0 [T ]

v

Peraturan Monografi Hukum Artikel Hukum Putusan
Peraturan Berlaku Jenis dokumen hukum: peraturan Jenis dokumen hukum: buku Jenis dokumen hukum: artikel Jenis dokumen hukum: putusan ma,
perundang-undangan hukum, naskah akademik, analisis hukum, jurnal hukum, majalah putusan mk
Kumpulan peraturan perundang-
dan evaluasi, rancangan peraturan hukum, konvensi

undangan yang masih berlaku
perundang-undangan

23189 49219 15635 24070 999

®

Peraturan Berlaku Peraturan Tidak Berlaku
Kumpulan peraturan perundang- Kumpulan peraturan perundang-
undangan yang masih berlaku undangan yang sudah tidak berlaku

23189 1881

JUMLAH PENGUNJUNG

Statistik Dokumen

Visitor Counter

Today 40
Yesterday 50

Al 62876
Cnline 2

Statistik Pengunjung

i2%) https://e-report.jdihn.go.id/



ERE Pengisian e-Report - Permasalahan dan Kendala

.&SF}ER Drgﬂr‘nisusi Aspek Sumber Daya Manusia .&SF}ER Koleksi Dokumen Hukum .ﬁSF}E"k Teknis PE‘I"IQE‘|D|(]UI"I .&SPER sarana Prasarana Aspek Pemanfaatan TIK Ll:l}'ﬂl..lt Tab Atas

Pengembangan JDIH Permasalahan dan Kendala Saran

Layout: Tab Samping

+ Tambah Data Permasalahan/Kendala

No Jenis Permasalahan/Kendala Uraian Upaya Penyelesaian

Tidak ada data

Pilih “Permasalahan dan

kendalda” lakukan pengisian : _
pada kolom "Permasalahan
dan Kendala” atas
pengelolaan JDIH

i2%) https://e-report.jdihn.go.id/



Pengisian e-Report - Saran

Aspek Organisasi Aspek Sumber Daya Manusia Aspek Koleksi Dokumen Hukum Aspek Teknis Pengelolaan Aspek Sarana Prasarana Aspek Pernanfaatan TIK

Pengembangan JDIH Permasalahan dan Kendala @

saran

Pilih “Saran” lakukan
pengisian pada kolom
“Saran” atas pengelolaan
JDIH

i2%) https://e-report.jdihn.go.id/



Pengisian e-Report - Kirim Laporan

&) Log Status

» Submit Laporan

Aspek Organisasi Aspek Sumber Daya Manusia Aspek Koleksi Dokurmen Hukum Aspek Teknis Pengelolaan Aspek Sarana Prasarana Aspek Pemanfaatan TIK Layout: Tab Atas

Pengembangan JDIH Permasalahan dan Kendala m

Layout: Talr Samping

Setelah pengisian
pelaporan selesai
dilakukan, klik “Submit
Laporan”

i2%) https://e-report.jdihn.go.id/ /



Pengisian e-Report - Kirim Laporan

Mekanisme Submit Pelaporan Anggota X

1. Anggota wajib menggenerate dokumen bukti rekap pelaporan melalui klik pada tombol berikut:

Unduh Bukti Rekap Pelaporan

2. Cetak dokumen bukti rekap pelaporan lalu bubuhkan tanda tangan basah kepala instansi
3. Scan dokumen bukti rekap pelaporan yang telah dibubuhi tanda tangan kepala instansi, lalu unggah
pada kolom yang telah disediakan dibawah ini:

Kolom hanya muncul apabila anggota sudah klik tombol unduh dokumen bukti rekap pelaporan

Pilih File  Tidak ada file yang dipilih

Silahkan unduh format surat
pernyataan, tanda tangani oleh .
Pimpinan instansi (kepalo Bl -
Biro/Kepala Bagian), scan, lalu

unggah kemudian submit
i2%) https://e-report.jdihn.go.id/ /




Pengisian e-Report - Kirim Laporan

PERHATIAN |

Apabila diperlukan pengeditan pada pelaporan
yang sudah disubmit, harap menyampaikan
permohonan secara resmi melalui surat kepada
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional u.p.
Kepala pusat JDIHN. Permohonan ini  akan
digunakan untuk mengembalikan akses akun
sehingga pelaporan dapat diperbarui sesuou

kebutuhan.
‘ @ https://e-report.jdihn.go.id/ / @




Thank You

JDIHN.GO.ID

@)https://e-report.jdihn.go.id/

A&



	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43

